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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025

TENTANG
 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024

	Pemohon
	:
	Hengki Kurniawan dan Ade Sudrajat Usman
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3)

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat 

	Pihak Terkait
	:
	Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 Nomor Urut 2)

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi:
0. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
0. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

	Tanggal Putusan
	:
	 Rabu, 5 Februari 2025

	Ikhtisar Putusan
	:
	



	Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya keberpihakan dari aparatur negara dan adanya politik uang yang melibatkan kepala desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), Rukun tetangga (RT), PKK, Posyandu, dan Tim Sukses yang memberikan kemenangan telak bagi pasangan calon nomor urut 2 di 11 Kecamatan. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Nomor 272/2024, mendiskualifikasi Pihak Terkait, menyatakan batal Keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon dan nomor urut menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 atau memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa menyertakan Pihak Terkait yang harus dilakukan dalam tenggang waktu 90 hari kerja.
	Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
	Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024  pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.31 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember  2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 
[bookmark: _Hlk191725307]	Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, telah ternyata permohonan Pemohon menguraikan mengenai adanya keberpihakan dan pemberian dukungan dari aparatur negara serta money politics yang melibatkan kepala desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), Rukun tetangga (RT), PKK, Posyandu, dan Tim Sukses yang memberikan kemenangan telak bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 11 Kecamatan. Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon a quo, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait  a quo adalah tidak beralasan menurut hukum;
	Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016  dalam perkara a quo, Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keberpihakan dan pemberian dukungan dari aparatur negara serta money politics yang melibatkan kepala desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), Rukun tetangga (RT), PKK, Posyandu, dan Tim Sukses yang memberikan kemenangan telak bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 11 Kecamatan.  Setelah Mahakamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
1. Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya berkenaan dengan adanya keberpihakan dan pemberian dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari aparatur negara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Terhadap dalil a quo, Termohon tidak mendapatkan informasi mengenai peristiwa tersebut dan Termohon  tidak mendapatkan pemberitahuan dari Bawaslu Bandung Barat bahwa dalil a quo merupakan pelanggaran pemilihan. Lebih lanjut Pihak Terkait menyatakan kunjungan a quo merupakan kunjungan resmi kenegaraan dan tidak ada kaitannya  ataupun bertepatan dengan jadwal kampanye Pihak Terkait. Bahwa terhadap kunjungan a quo diliput oleh media lokal dan dalam kegiatan tersebut tidak terdapat pemberitaan yang menunjukkan adanya keberpihakan maupun pengarahan khusus untuk mendukung Pihak Terkait. Menurut Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, benar terdapat kegiatan kunjungan kerja dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Utusan Khusus Presiden Generasi Muda dan Pekerja Seni ke Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dan terhadap kegiatan ini diketahui oleh pengawas yang kemudian laporannya dituangkan dalam laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Kelurahan Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang Nomor 018/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 15 November 2024, dan sepanjang kegiatan ini berlangsung  dicatat dan didokumentasikan dan berdasarkan laporan tersebut tidak ditemukan unsur pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya keberpihakan dan pemberian dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari aparatur negara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Menurut Mahkamah karena dalil a quo  tidak didukung dengan fakta-fakta hukum dan Pemohon tidak menyerahkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah terbukti kebenarannya. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad  hadir pada saat penyelenggaraan kampanye tanggal 22 November 2024, menurut Pemohon hal ini bertentangan dengan Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terhadap dalil a quo,  Termohon menyatakan bahwa Raffi Ahmad telah mengajukan izin resmi kepada Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor B.574/M/D-3/AP.01/11/2024 tanggal 6 November 2024 untuk menghadiri kampanye yang ditampilkan  secara virtual. Lebih lanjut, Pihak Terkait menyatakan Raffi Ahmad hadir dalam kegiatan tersebut secara virtual. Pada saat kegiatan tersebut berlangsung dihadiri oleh Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, dan tidak terdapat teguran maupun laporan terkait kehadiran Raffi Ahmad sebagai bentuk pelanggaran pemilihan. Terhadap dalil a quo,  menurut Bawaslu berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Nomor 021/LHP/PM.01.02/3217140/11/2024 tanggal 22 November 2024, pada saat pelaksanaan kampanye Raffi Ahmad ditelepon oleh istrinya dan kemudian menyapa masyarakat yang hadir pada kegiatan kampanye tersebut secara virtual, dan hal tersebut diketahui oleh Pengawas.  Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad  hadir pada saat penyelenggaraan kampanye tanggal 22 November 2024.  Menurut Mahkamah karena dalil a quo tidak didukung dengan fakta-fakta hukum dan Pemohon tidak menyerahkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa apa yang didalilkan Pemohon adalah terbukti kebenarannya. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
3. [bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk188183017]Bahwa berkenaan dengan dalil  adanya politik uang yang melibatkan kepala desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), Rukun tetangga (RT), PKK, Posyandu, dan Tim Sukses yang memberikan kemenangan telak bagi pasangan calon nomor urut 2 di 11 Kecamatan yaitu Kecamatan  Cikalong Wetan, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga, Kecamatan Lembang, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Gunung Halu, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipeundeuy. Menurut Termohon, Termohon tidak mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap dalil Pemohon a quo dan Termohon tidak mendapat pemberitahuan atau rekomendasi dari Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran yang dimaksud. Lebih lanjut, menurut Pihak Terkait dalam bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak ditemukan bukti yang  dapat membuktikan Pihak terkait melakukan pelanggaran money politics Terhadap bukti Video yang diajukan oleh Pemohon tidak disebutkan bersumber dari mana, lokasinya dimana, kapan peristiwa itu terjadi. Terlebih lagi tidak terdapat kejadian khusus yang dilaporkan kepada Bawaslu Bandung Barat. Terhadap dalil Pemohon a quo,  menurut Bawaslu dari 11 Kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon ternyata hanya  terdapat 6 kecamatan yang terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan dari 6 laporan tersebut hanya 1 kecamatan yang memperoleh rekomendasi berupa himbauan kepada pejabat yang membawahi, melalui PJ Bupati ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa karena terlapornya adalah kepala desa. Terhadap dugaan pelanggaran di Kecamatan Lembang, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Gunung Halu, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipeundeuy menurut Bawaslu tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan di kecamatan ini. Kemudian, Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan di Kecamatan Cikalong Wetan, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Rongga. Terhadap laporan dugaan pelanggaran di Kecamatan Cikalong Wetan, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cipatat, dan Kecamatan Rongga, dan terhadap laporan tersebut Bawaslu mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 73 ayat (4) Jo. Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016. Dan terhadap  dugaan pelanggaran di Kecamatan Cipongkor, Bawaslu menyampaikan surat Nomor 251.a/PP.00.02/K.JB-02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal penerusan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat terhadap dugaan pelanggaran pemilu menyatakan terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain dan selanjutnya diteruskan kepada Pj. Bupati Kabupaten Bandung Barat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 113/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 31 Desember 2024, yang pada pokoknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan himbauan netralitas Kepala Desa dan perangkat Desa dalam Pilkada 2024 Nomor 400.10.2.4/2524/DPMD tanggal 31 Desember 2024.  Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya politik uang yang melibatkan kepala desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Warga (RW), Rukun tetangga (RT), PKK, Posyandu, dan Tim Sukses yang memberikan kemenangan telak bagi pasangan calon nomor urut 2 di 11 Kecamatan, Bawaslu mengkonfirmasi tidak ditemukan pelanggaran dalam pemilihan dan tidak menemukan adanya fakta hukum lainnya. Oleh karena itu Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
	Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. 
[bookmark: _Hlk188137018]	Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 165 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dan Keputusan Termohon Nomor 166 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati  dan Wakil Wakil Bupati  dalam Pemilihan Bupati  dan Wakil Wakil Bupati  Tahun 2024 Nomor Urut 3. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
	Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat adalah 1.878.507 (satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah 0,5% x 912.373. = 4.562 Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah 341.225 suara - 224.066 suara = 117.159 suara (12,84 %) atau lebih dari 4.562 suara.	
	Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf  d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Andaipun memiliki, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.




2

image1.png




